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ABSTRAK

Bisnis dan hak asasi manusia merupakan dua entitas yang tidak dapat dilepas-
pisahkan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena aktivitas dari dunia bisnis tidak akan
terlepas dari berbagai proses pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dalam melaksanakan
aktivitas produktif tersebut. Namun dalam praktiknya aktivitas bisnis, khususnya yang
bergerak di sektor industri pertambangan (Eksraktif) seringkali menimbulkan berbagai
masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, perampasan lahan, eksploitasi hak komunitas lokal
dan masyarakat adat hingga pelanggaran HAM terhadap pekerja. Potret pelanggaran itupun
terjadi di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah. Salah satunya
pelanggaran HAM terhadap pekerja. PT IWIP sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional
(PSN) dalam kebijakan bisnis dan operasinalnya seringkali menimbulkan berbagai masalah
pelanggaran HAM terhadap pekerja. Untuk itu, penelitian ini dilakukan sebagai sebuah
langkah untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan penegakan HAM di PT IWIP dan
sejauh mana kebijakan penegakan HAM tersebut mengakomodir prnsip-prinsip perlindungan
HAM, baik yang disahakan secara Internasional maupun yang sudah diratifikasi ke dalam
sistem hukum nasional serta prinsip human rights due diligence dan juga HAM dalam
perspektif Islam yang merujuk pada Deklarasi Kairo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan lapangan (field
research) dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Teknik analisis
data yang digunakan yaitu tekni deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan
berupa observasi dan wawancara sebagai data primer, dan bahan kepustakaan (library
research) sebagai data sekunder (pendukung) seperti dokumen negara, tinjauan teori, maupun
tinjauan konsep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT IWIP dalam kebijakan HAM masih sangat
bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dai standar K3 yang buruk, tingkat kecelakaan kerja
ang tinggi, sstem forced labour yang masih ada, dskriminasi terhadap pekerja perempua yang
masih sering terjadi, kriminalisas terhadap para pekerja dan PHK secara sepihak yang sering
terjadi. Selain itu, PT IWIP juga sampai hari ini belum menerapkan prinsip human rights due
diligence. Hal ini menunujukkan salah satu bukti kurangnya tanggung jawab dari korporasi
dari sisi transparansi, kurangnya komitmen perusahaan terhadap kebijakan HAM, dan
kurangnya akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Hal ini juga bertentangan dengan
prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia dari sudut pandang HAM
Islam. Penelitian ini menekankan urgensi negara untuk memperkuat regulasi HAM di sektor
bisnis serta mendorong penerapan human rights due dilegence sebagai standar operasional
perusahaan tambang yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : HAM, Human Rights Due Diligince, Pekerja, PT IWIP, HAM Islam



ABSTRACT

Business and human rights are two entities that cannot be separated from one
another. Because the activities of the business world will not be separated from the various
work processes carried out by workers in carrying out these productive activities. However,
in practice, business activities, especially those engaged in the mining industry sector
(Extractive) often cause various problems, ranging from environmental damage, land
grabbing, exploitation of the rights of local communities and indigenous peoples to human
rights violations against workers. The portrait of violations also occurred at PT Indonesia
Weda Bay Industrial Park (IWIP), Central Halmahera. One of them is human rights violations
against workers. PT IWIP as one of the National Strategic Projects (PSN) in its business and
operational policies often raises various issues of human rights violations against workers.
For this reason, this research was conducted to identify how the human rights enforcement
policy at PT IWIP and the extent to which the human rights enforcement policy accommodates
the principles of human rights protection, both internationally recognized and those that have
been ratified into the national legal system as well as the principle of human rights due
diligence and also human rights in an Islamic perspective that refers to the Cairo Declaration.

The research method used is field research with an empirical juridical approach
and is analytically descriptive. The data analysis technique used is a qualitative descriptive
technique using field data in the form of observations and interviews as primary data, and
library research as secondary (supporting) data such as state documents, theoretical reviews,
and concept reviews.

The results showed that PT IWIP in human rights policy is still very problematic. This can be
seen from the poor OHS standards, the high level of work accidents, the forced labor system
that still exists, discrimination against female workers which still often occurs, criminalization
of workers and unilateral layoffs that often occur. In addition, PT IWIP has yet to apply the
principle of human rights due diligence. This shows a lack of corporate responsibility in terms
of transparency, lack of corporate commitment to human rights policies, and lack of access
to remedy for victims of human rights violations. It also contradicts the principles of justice,
equality, and protection of human dignity from an Islamic human rights perspective. This
research emphasizes the urgency of the state to strengthen human rights regulations in the
business sector and encourage the implementation of human rights due diligence as an
operational standard for mining companies that is in line with Islamic values.

Keywords: Human Rights, Human Rights Due Diligence, Workers, PT IWIP, Islamic Human
Rights
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua aspek yang
memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan
kegiatan bisnis—mulai dari produksi, distribusi, hingga pengelolaan sumber
daya keberadaan tenaga kerja menjadi unsur yang tak tergantikan sebagai
penggerak utama. Pekerja berperan langsung dalam setiap tahap produksi
maupun operasional. Meski kontribusi mereka sangat besar bagi pertumbuhan
ekonomi, catatan sejarah menunjukkan bahwa sektor bisnis kerap menjadi salah
satu pemicu terjadinya pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun

melalui dampak tidak langsung.

Dalam dunia usaha, pelanggaran HAM dapat muncul dalam bentuk
diskriminasi, pemberian upah di bawah standar, kondisi kerja yang
membahayakan keselamatan dan kesehatan, pembatasan hak berserikat,
perampasan hak masyarakat lokal, hingga perusakan lingkungan. Fenomena ini
tampak nyata terutama di sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, yang
sering kali memicu konflik sosial, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi
bagi masyarakat sekitar. Secara normatif, berbagai instrumen hukum
internasional dan nasional telah mengatur perlindungan HAM. Pasal 23 ayat (1
4) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan bahwa setiap

individu berhak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, upah yang layak, kondisi



kerja yang aman dan manusiawi, serta kebebasan untuk membentuk atau
bergabung dengan serikat pekerja”.! Di Indonesia, ketentuan ini tercermin
dalams Pasal 28A-28) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.2 Dan di perkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan masih memperlihatkan
lemahnya komitmen baik dari negara maupun pelaku usaha dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Universal Periodic
Review (UPR) Dewan HAM PBB pada Mei 2017 menunjukkan bahwa
Indonesia menerima 101 rekomendasi dari negara-negara anggota PBB terkait
perbaikan kondisi HAM, termasuk dalam sektor bisnis. Pelanggaran HAM tidak
hanya berasal dari tindakan langsung (by commission) atau kelalaian (by
omission) yang dilakukan negara, tetapi juga dari perilaku korporasi yang

mengabaikan kewajiban sosialnya dalam praktik bisnis.?

Dengan semakin besarnya perhatian global terhadap hubungan antara
praktik bisnis dan penghormatan HAM, pada Maret 2011 Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) meresmikan United Nations Guiding Principles on Business and

Human Rights (UNGPs). Kerangka ini dibangun atas tiga pilar pokok: (1)

! International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”. Indonesian
Journal of International Law, No. Il (2006), him. 1-6

2 Pasal 28A- 28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Ayu Kholifah, “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN

Guiding Principles on Business and Human Rights”. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan dan Pranata Sosial 6, No. 1 (2021), him. 26



kewajiban negara untuk melindungi HAM, (2) tanggung jawab korporasi untuk
menghormati HAM, dan (3) jaminan akses bagi korban pelanggaran untuk
memperoleh pemulihan. Salah satu elemen utama dalam UNGPs adalah Human
Rights Due Diligence (HRDD), vyaitu langkah-langkah uji tuntas yang
dilaksanakan perusahaan untuk mengenali, mencegah, mengurangi, dan
mempertanggungjawabkan dampak negatif terhadap HAM. implementasi
Human Rights Due Diligince sangat relevan di sektor pertambangan yang
memiliki risiko besar terhadap pelanggaran HAM, mulai dari kecelakaan kerja,
PHK sepihak, diskriminasi, hingga pengambilalihan hak masyarakat adat.
Selain menjadi kewajiban etis, penerapan HRDD (Human Rights Due
Diligince) kini juga menjadi persyaratan hukum dan tuntutan pasar
internasional, di mana kepatuhan terhadap standar HAM dipandang sebagai
kunci untuk menjaga citra dan daya saing perusahaan..*

Implemenatsi HRDD (human rights due diligence) di sektor
pertambangan sat ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak di tingkat global, hal
ini dipicu oleh masifnya pelanggaran HAM terhadap pekerja. Hal ini menjadi
sesuatu yang sangat penting karena tingginya risiko pelanggaran, seperti
buruknya kondisi kerja, upah yang tidak layak, serta pembatasan kebebasan
berserikat. Selain itu, meningkatnya tuntutan global terhadap tanggung jawab
sosial korporasi mengharuskan perusahaan mematuhi standar HAM.

Implemntasi ini juga merupakan kewajiban hukum yang dapat meminimalkan

4 Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak
Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan”. Media luris 5, No. 2 (2022), him. 259-84



risiko sanksi, sekaligus melindungi pekerja dan masyarakat dari dampak negatif
tambang, termasuk pencemaran, perampasan lahan, dan pelanggaran hak
masyarakat adat.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya nikel,
Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi investor asing. Data Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi
pada triwulan pertama 2023 mencapai Rp329,9 triliun, meningkat 16,5%
dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, pertumbuhan investasi ini
tidak selalu diiringi dengan perlindungan HAM yang memadai. Sepanjang
2023, Komnas HAM menerima 2.573 laporan dugaan pelanggaran HAM, di
mana sektor agraria menempati posisi kedua terbanyak. PT Indonesia Weda
Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah menjadi contoh
konkret bagaimana investasi besar bersinggungan dengan kompleksitas
persoalan HAM.> Beroperasi sejak 2018, IWIP berstatus sebagai Proyek
Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional yang dibangun untuk mendorong
ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan
listrik dunia. Meski demikian, sejumlah riset dan laporan menyoroti adanya
dampak serius dari keberadaan proyek ini terhadap lingkungan, masyarakat

setempat, serta tenaga kerja.®

5 Andry Novelyno, “Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang
2023,” CNN Indonesia, 2024, https://www.cnnindonesia.com. Diakses 21 Setember 2024.

& IWIP,“TENTANG IWIP”. Ilwip.co.id,2018,https://www.google.com. Diakses 21
September 2024.



Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada Juli 2024
mengungkap adanya pemutusan hubungan kerja sepihak, diskriminasi terhadap
pekerja perempuan, kriminalisasi buruh, serta tingginya tingkat kecelakaan
kerja. Dalam periode 2019-2024, tercatat 42 korban kecelakaan kerja, termasuk
26 yang meninggal dunia. Tragisnya, tidak satu pun kasus tersebut diproses
secara hukum, mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi
perusahaa.” Korban kecelakaan sendiri diduga lebih besar dari jumlah yang
berhasil diidentifikasi.

Fakta ini menunjukkan bahwa PT IWIP belum menerapkan prinsip
Human Rights Due Diligence (HRDD) dalam kebijakan operasionalnya. Prinsip
HRDD menuntut perusahaan untuk secara konsisten mengidentifikasi potensi
risiko pelanggaran HAM, mengambil langkah pencegahan, serta memastikan
adanya mekanisme pemulihan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Abainya
penerapan HRDD memperbesar peluang terulangnya pelanggaran, merusak
citra perusahaan, dan melanggar kewajiban baik secara moral maupun hukum.
Dalam perspektif HAM Islam, menjaga martabat pekerja tidak hanya
merupakan tuntutan hukum, tetapi juga kewajiban moral dan religius. Deklarasi
Kairo tentang HAM dalam Islam (1990) menegaskan nilai kesetaraan, keadilan,
serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap
individu. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau

pengabaian hak pekerja jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

7 JATAM Nasional, Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP SEBAGAI
KEJAHATAN STRATEGIS NASIONAL NEGARA-KORPORASI, 2024.



. Rumusan Masalah

Mengapa PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak mengadopsi
Human Rights Due Dilegnce (HRDD)?

Bagaimana akibat dari detidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial
Park (IWIP) yang tidak melakasanakan Human Rights Due Dilegence
(HRDD) terhadap sistem Kerja ?

Bagaimana problematika Human Rights Due Dilegence (HRDD) Ditinjau

dalam HAM Islam ?

. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah :

a) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mengapa PT Indonesia
Weda Bay Industrial park (IWIP) tidak mengadopsi Human Rights Due
Diligence (HRDD).

b) Untuk mengidentifikasi akibat dari ketidakpatuhan PT Indonesia Weda
Bay Indusrial Park (IWIP) yang tidak melakasanakan Human Rights Due
Dilegence (HRDD) terhadap sistem kerja.

c) Untuk mendeskripsikan bagaimana problematika Human Rights Due
Dilegence (HRDD) di tinjau dalam HAM Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoretis



Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah dan
memperluas pemahaman, dan sebagai bukti pentingnya sebuah
kewajiban yang memaksa dari negara kepada korporasi agar dapat
memberikan penghormatan terhadap HAM bagi setiap pekerja. Sehingga
melalui adopsi Human Rights Due Diligence akan memperbaiki
kebijakan HAM di sektor bisnis khususnya pada sektor pertambangan di
Indonesia dengan secara berkala tetap melakukan evaluasi, pemulihan
serta upaya pencegahan dan pengabaian terhadap nilai-nilai HAM.

b. Manfaat secara praktis.

1. Sebagai rekomendasi kepada pemerintah agar dapat melakukan
perubahan aturan mengenai bisnis dan HAM secara umum serta
secara khusus pengaturan pada sektor pertambangan di Indonesia.

2. Sebagai dasar rujukan dalam menetapkan kebijakan terkait
penegakan hak kemanusiaan berdasarkan prinsip human rights
due diligence pada sektor pertambangan.

3. Sebagai rekomendasi kepada seluruh pihak termasuk pihak
korporasi dan pelaku bisnis dalam hal ini PT Indonesia Weda Bay
Industrial Park (IWIP) agar dapat memberikan penghormatan
yang lebih terhadap hak asasi manusia setiap warga masyarakat

khususnya para pekerja.



D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Problematika Adopsi Penegakan HAM terhadap
Pekerja di Kawasan Industri dan Korporasi” sudah dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut
ini:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Moh. Zainullah, Dalam penelitian
ini penulis berupaya untuk menjelaskan tentang sejauh mana Undang-
Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) memiliki kesesuaian dengan prinsip
UNGP yang memiliki tujuan dan berorientasi agar menciptakan kondisi
aman agar tidak terjadi pelanggaran apapun di dalam kegiatan bisnis. Dalam
hasil penelitian ini kemudian menemukan bahwa penyederhanaan izin yang
dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja justru
meningkatkan potensi buruk terhadap hak asasi manusia di sektor bisnis.
Penulis juga menjelaskan bahwa, seharusnya sebagai upaya untuk
memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, Indonesia
wajib menerapkan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia dalam bentuk
HRDD (Human Rights Due Diligence) dalam semua tingkatan yang efektif
sesuai dengan yang tertuang dalam UNGP. Hal tersebut juga sebagai sebuah
bentuk komitmen dari pemerintah untuk menjalankan kewajiban dalam

komitmen yang nyata di sektor HAM. &

8 Moh Zainullah, “the Compatibility of Indonesia’S Job Creation Law Number 11 of 2020
With United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights,” Jurisdictie: Jurnal Hukum
dan Syariah 14, No. 1 (2023), him. 1-36



Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Dzaki Aulia, Aminuddin Illmar,
Zulkifli Aspan. Research tersebut mencoba untuk menjelaskan tentang
bagaimana PT. Huandi Nickel-Alloy melkasanakan tanggung jawabnya
sebagai korporasi agar bisa menghormati hak-hak kemanusiaan dengan
merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini
mengkonfirmasikan PT. Huandi Nickel-Alloy Indonesia belum
menjalankan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi kewajiban
setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam. Instrumen
terkait dengan hak asasi manusia pun belum tercapai. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, Zulkifli Aspan juga
menunjukkan belum ada aturan pelaksana dari pemerintah daerah yang
memberikan ketegasan kepada pihak perusahaan agar menaruh perhatian
yang lebih dan serius tehadap tanggung jawab sosial, sehingga upaya untuk
melindungi dan menghormati hak pekerja dan masyarakat sekitar sebagai
bentuk kewajiban dari pihak korporasi dan pemerintah belum bisa tercapai.®

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Aji Hensy Paradila Putri. Dalam
penelitian tersebut mencoba untuk menjelaskan status Hak Asasi Manusia
dalam dunia ketenagakerjaan yang seharusnya memainkan peran penting di
lingkungan kerja. UU Ketenagakerjaan telah mengatur secara detail hak-
setiap orang yang melakukan pekerjaan, mulai dari hak mendapatkan

imbalan yang sesuai, hak memperoleh perlindungan mengenai keselamatan

® Dzaki Aulia, Aminuddin Ilmar, dan Zulkifli Aspan, “Relasi Hak Asasi Manusia dan
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel,” Al-Azhar Islamic Law
Review 2, No. 1 (2020), him. 42-53
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dan kesehatan kerja, hak istirahat dan cuti, serta hak untuk mogok kerja dan
lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan masih
sering kali melakukan pengabaian terhadap apa yang hak dan kewajiban
bagi perusahaan dan karyawan yang berdasarkan aturan perundang-
undangan. Pelanggaran seperti tidak memberikan hak cuti kepada
karyawan, pelecehan seksual, memberikan waktu lembur yang berlebihan,
tidak menjamin keselamatan kerja ditempat kerja serta bentuk pelanggaran
lainnya. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian yang serius dari
pemerintah untuk turut ikut campur dan memberikan penegasan kepada
pihak perusahaan agar dapat memberikan penghormatan yang lebih
terhadap hak asasi manusia setiap pekerja serta menjamin perlindungan
hukum bagi mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur.
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi
Rafigi. Penulis menemukan bahwa memberikan hak individual dalam
kegiatan bisnis di sektor sumber daya alam terutama sektor pertambangan
belum berjalan secara optimal. Bahkan, banyak praktek yang justru
bertentangan dari apa yang tercantum dalam prinsip Bisnis dan HAM
(United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP).
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terdapat karakteristik kasus
dan jenis penyelewengan HAM yang biasanya terjadi dalam aktivitas bisnis

di sektor industri ekstraktif. Jika dihubungkan dengan prinsip yang ada

10 Aji Hensy Paradilla Putri, “Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap
Tenaga Kerja,” De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, No. 8
(2021), him. 277-87.
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dalam UNGPs, maka prinsip perlindungan dan penghormatan adalah salah
satu prinsip yang paling sering dilanggar. Hasil  penelitian juga
menunjukkan bahwa banyak perusahaan multinasional yang kemudian
menguasai data investasi pada bidang industri ekstraktif di Indonesia. Hal
ini tentunya berdampak pada jenis-jenis pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh entitas bisnis dalam wujud yang beragam, seperti halnya masalah di
lingkup  ketenagakerjaan, konflik lahan, keursakan Inigkungan,
penggusuran secara paksa, hingga kekerasan terhadap setiap orang yang
memperjuangkan nilai-nilai HAM.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Siti Maemunah. Penelitian yang
dilakukan oleh Siti Maemunah mengkaji dampak dari diberlakukannya UU
No. 3 Tahun 2020 sebagai amandemen terhadap Undang-Undang
sebelumnya mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam studi ini,
Undang-Undang Minerba yang baru dinilai telah menimbulkan berbagai
masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
ketentuan pidana dalam Pasal 162, yang mengancam siapa pun yang
dianggap menghalangi kegiatan pertambangan. Pasal ini dijuluki sebagai
“pasal kriminalisasi” atau “pasal karet” karena dianggap bias terhadap
masyarakat dan berpotensi memicu konflik baru. Ketentuan ini secara tidak
langsung mengambil secara paksa hak warga negara. penelitian tersebut

menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang

11 Indah Dwi Qurbani dan ITham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak
Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan”. Media luris, Vol. 5 No. 2, Juni 2022, him.259



12

menolak kegiatan pertambangan merupakan pelanggaran hak asasi
manusia. Pemerintah juga dianggap turut serta dalam praktik merampas
ruang hidup masyarakat yang tinggal di dekat kawasan pertambangan.
Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan sama
sekali tidak mencerminkan Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia (UNGPs-BHR), karena tidak memenuhi standar dan unsur inti
yang ditetapkan oleh instrumen internasional ini.g ditetapkan dalam
UNGPs-BHR. 2

Keenam, jurnal yang ditulis oleh M. Yudha Prawira. Dalam artikel
ini penulis menjelaskan dua bagian penting. Pertama, bagaimana Hubungan
Antara Dunia Usaha dan Hak Asasi Manusia, kedua bagaimana kualifikasi
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak korporasi.
Setiap negara mempunyai peran yang sangat krusial dalam hal perlindungan
HAM. Peran ini kemudian dikenal sebagai sebuah kewajiban yang melekat
pada negara untuk melindungi, sebagaimana ditegaskan dalam pilar
pertama Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Bisnis. Hal ini berarti
negara harus memastikan dan mendorong agar kegiatan bisnis tidak
menimbulkan dampak yang melanggar hak asasi manusia. Dengan
demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan
bisnis tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam

tataran konseptual, keterlibatan negara dalam merumuskan hak asasi

12 Siti Maemunah, “Aktivitas Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif United
Nation Guiding Principles On Business And Human Rights” 4 (2023), hIm.173.
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manusia dipengaruhi oleh berbagai wacana baik politik, hukum, maupun
norma social yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
olen pemerintah serta memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam
menghormati hak-hak tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya
kolaborasi global antara dunia usaha dan perlindungan HAM, sebagaimana
tertuang dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGPs) dan Prinsip Ruggie,
yang mendorong negara untuk mengadopsi perangkat hukum yang
mengikat dalam isu-isu terkait hubungan bisnis dan HAM. 3

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Martha Hasnah Rustam dan Dwi
Handoko. Fokus dalam penelitian ini membahas secara khusus hak untuk
bekerja, hak memperoleh imbalan yang layak serta hak mendapatkan
perlakuan yang setara dan adil. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa pengusaha cenderung menggunakan perangkat hukum dalam
menjalin hubungan kerja, seperti perjanjian kerja dengan jangka waktu
tertentu. Kebijakan ini biasanya digunakan untuk mencegah pemutusan
hubungan kerja, terutama ketika terjadi secara sepihak dan dilakukan oleh
pengusaha. Hal ini tentunya diikuti dengan persyaratan yang memberikan
kewajiban yang memberatkan bagi pengusaha, seperti harus meminta izin
terlebih dahulu, serta berbagai proses yang rumit dan panjang untuk bisa
melakukan pemutusan hubungan kerja, dan juga perlunya membayar uang

pesangon, dan penghargaan masa kerja. Namun, penulis berpendapat bahwa

18 M. Yudha Prawira, “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi
Manusia,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 2 (2022), him.4167-72
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Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas
bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam
konteks hubungan kerja, termasuk hak atas kompensasi atas pekerjaan yang
dilakukan. Dalam kenyataannya, pelanggaran hak-hak pekerja masih sering
terjadi di Indonesia, dan sayangnya, aparat penegak hukum tampaknya
kurang memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, menyelaraskan
ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan bukanlah tugas yang
mudah, fakta yang riil terjadi adalah banyak pekerja yang tidak
mendapatkan gaji dan pesangon, ditekan hingga mendapatkan kekerasan
fisik apabila pekerjaan mereka tidak memenuhi taget yang diinginkan,
mendapatkan konsumsi makanan yang kurang sehat, dan tidak disediakan
kelengkapan alat kerja yang seharusnya menjadi SOP K3 pada saat
melakukan aktivitas kerja.!*

Mencermati hasil telaah pustaka yang telah dikemukakan
sebelumnya, secara umum para peneliti lebih banyak memusatkan perhatian
pada isu penegakan Hak Asasi Manusia terhadap para pekerja. Namun dari
semua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang
penulis lakukan baik dari segi objek yang dikaji, pendekatan yang
digunakan , maupun fokus permasalahan yang dibahas. Adapun fokus
utama studi ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penegakan hak asasi

manusia di sektor pertambangan, dengan penekanan pada dua aspek:

14 Martha Hasanah Rustam dan Duwi Handoko, “Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak
Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja,” Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah
Indonesia 7, No. 12 (2022), him.184.
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pertama, bagaimana hak asasi manusia ditegakkan terhadap para pekerja;
dan kedua, sejauh mana penegakan hak asasi manusia di sektor
pertambangan nikel didasarkan pada prinsip human rights due diligence a
dengan pendekatan yang berlandaskan perspektif hak asasi manusia dalam
Islam. Kedua hal yang penulis bahas diatas, sejauh ini belum ditemukan
pada penelitian lain yang juga menggunakan perspektif yang sama.
Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan, mengingat
belum adanya penelitian yang sama baik dari segi metodologi penelitian

maupun lokasi penelitian.

. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan HAM

Perjuangan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan memiliki
sejarah yang panjang, hal tersebut dapat ditelusuri dari dinamika panjang
perjuangan bangsa Eropa. Dokumen ini menjadi dasar bagi munculnya
berbagai konvensi tentang hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya
ditandai dengan disahkannya Bill of Rights oleh Parlemen Britania pada
tahun 1689, yang merupakan hasil dari proses perjuangan rakyat untuk
memberikan penegasan tentang pentingnya penghargaan tentang HAM.
Selanjutnya, perpecahan perang dunia ke | (satu) & Il (dua) saat itu juga
telah menemukan jalan agar isu tentang HAM menjadi perhatian bagi
seluruh dunia dengan perjuangan panjang yang kemudian melahirkan
Universal Declaration of Human Right. Disahkan pada 10 Desember tahun

1948 yang kemudian juga telah disetujui negara-negara lainnya yang juga
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ikut tergabung dalam ikatan PBB. Namun, sebelum pernyataan tersebut, ada
hal-hal penting tentang hak asasi manusia yang lebih dulu memiliki suau
hukum universal. Yakni, masyarakat di negara Amerika pernah
mssenyususn sebuah naskah yang dikenal dengan Bill of Right pada tahun
1769 dan setelah dipertimbangkan oleh negara rancangan tersebut
kemudian menjadi bagian dari UUD tahun 1891.°

HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir
sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat absolut, tidak
dapat dicabut, dibatasi, atau diganggu gugat oleh siapa pun. Hak ini berlaku
bagi seluruh makhluk hidup dan bersifat universal, artinya tidak terikat oleh
batas ruang dan waktu. Di dalam HAM terkandung nilai-nilai penting
seperti kebebasan, persamaan, kemandirian, serta jaminan perlindungan
bagi setiap individu. Lebih dari itu, nilai-nilai ini merupakan manifestasi

dari martabat manusia yang tak ternilai harganya.

Secara global, ketentuan mengenai perlindungan korban dalam
kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendapatkan pengakuan. Statuta
Roma 1998, yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Kriminal

Internasional (ICC), menyediakan ketentuan mengenai perlindungan

15 Sesy Kirana, Anita Trisiana, dan Wahyu Putri, “Perlindungan HAM Dalam Siklus
Negara Hukum,” Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10,
no. 1 (2021),him.44.

16 Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan, Penerbit
Thafa Media, 2019,him.4
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terhadap korban serta pelibatan mereka dalam proses hukum, sebagaimana

diatur secara khusus dalam Pasal 68.

Namun, implementasi mengenai ketentuan-ketentuan ini belum
sepenuhnya mencerminkan mandat yang ditetapkan dalam peraturan.
Mengenai perlindungan saksi dan korban. Meskipun aturan ini telah
diterbitkan, substansi dari peraturan tersebut masih memiliki kelemahan,
terutama karena tidak ada penjelasan secara detail mengenai prosedur teknis
untuk melaksanakan perlindungan secara sistematis. Sebagai bentuk respon
atas kelemahan tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang secara khusus mengatur perlindungan
saksi dan korban. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai upaya untuk menyempurnakan isi

dari peraturan sebelumnya.

2. Teori HRDD (Human Rights Due Diligence)

Selama hampir satu dekade terakhir, prinsip human rights due
diligence telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam
upaya untuk timbul akibat aktivitas bisnis. Dalam konteks tersebut, standar
internasional menetapkan bahwa baik negara maupun perusahaan harus
menetapkan metode yang efektif, baik yang aktual maupun potensial serta
memberikan pemulihan yang maksimal bagi mereka yang terkena dampak.

Standar tersebut juga sebagai sebuah langkah yang menegaskan kewajiban
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hukum internasional, sekaligus menempatkan tanggung jawab pada
korporasi untuk menghormati hak-hak tersebut. *’

Meskipun tidak ditetapkan secara hukum, UNGPs oleh PBB
dianggap sebagai standar internasional yang mengatur bisnis dan HAM.
Negara harus mengambil peran untuk melindungi diri dari penyalahgunaan
oleh pihak ketiga, termasuk oleh setiap korporasi/perusahaan di dalam
wilayah atau yurisdiksinya. Perlindungan ini harus diwujudkan melalui
langkah-langkah konkret, seperti mencegah, menyelidiki, menuntut, dan
memberikan pemulihan atas pelanggaran, dengan mengandalkan kebijakan
hukum, peraturan pemerintah, sistem peradilan, dan instrumen hukum yang
efektif 18

Berdasarkan prinsip ini, Sebagai entitas hukum dalam kerangka
sistem hak asasi manusia internasional, perusahaan memiliki tanggung
jawab untuk menghormati hak-hak asasi (obligation to respect). Tanggung
jawab tersebut dianggap telah dijalankan apabila perusahaan memenuhi tiga
aspek utama, yaitu: (1) menunjukkan komitmen terhadap HAM yang
terintegrasi dalam setiap prosedur operasional standar. Termasuk pada anak
perusahaannya; (2) melakukan identifikasi serius terhadap potensi dampak

yang dapat ditimbulkan; dan (3) memiliki kebijakan yang memadai untuk

7 Prinsip Panduan 13 Manusia, Dewan Hak Asasi, UN Doc. A/HRC/17/31 (UNGPS),
Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapakan Kerangka Kerja
“Melindungi, Menghormati dan Memulihkan” Perserikatan Bangsa-Bangsa: Laporan Perwakilan
Khusus Sekertaris Jenderal PBB untuk masalah Hak Asasi Manusia dan Perusahaan , 2011.

18 Robert McCorquodale dan Justine Nolan, “The Effectiveness of Human Rights Due
Diligence for Preventing Business Human Rights Abuses,” Netherlands International Law Review
68, no. 3 (2021):,him.455-78.
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mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak negatif atas pelanggaran
HAM, sesuai dengan prinsip-prinsip human rights due diligence (HRDD).®

Dalam prinsip 17 UNGPs yang mengatur tentang human rights due
diligence menjelaskan bahwa ; “Perusahan bisnis harus melakukan uji
tuntas untuk megidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan
bagaimana mereka mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan. Perusahaan
bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Selain itu, prosedur
tersebut harus mencakup evaluasi tentang kemungkinan dan konsekuensi
nyata terhadap hak asasi manusia, Proses yang dilakukan juga harus
melakukan penilaian terhadap dampak dengan integrasi dan tindakan
terhadap hasilnya, pemantauan terhadap situasi dan komunikasi tentang
bagaimana dampak tersebut dapat ditangani.:

a. Harus menetapkan kebijakan yang dapat mengatasi kemungkinan
dampak negatif hak asasi manusia yang ditimbulkan atau
diakibatkan oleh suatu aktivitas bisnis melalui kegiatan operasi dan
sejenisnya, atau mungkin yang ditimbulkan oleh mitra bisnisnya.

b. Kompleksitasnya akan bervariasi sesuai dengan ukuran badan
usaha, risiko konsekuensi terhadap hak asasi manusia, dan jenis
dalam konteks operasinya.

c. Sebagai sebuah bentuk kesadaran yang dimiliki, bahwa risiko Hak

Asasi Manusia dapat mengalami perubahan seiring berkembangnya

19 Richo Novianto Hafidz, “Penerapan Human Rights Due Diligence Bagi Perusahaan dan
Investasi di Indonesia,” Kumparan, 2024, https://kumparan.com/rico-novianto-hafidz, Akses 09
April 2025.
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waktu maka kebijakan yang ditetapkan harus bersifat

berkelanjutan.?°

Uji tuntas HAM sendiri dilakukan dalam empat tahapan penting, :
(1) mengidentifikasi serta menelaah konsekuensi langsung maupun
potensial dari operasional bisnis terhadap pemenuhan hak asasi manusia; (2)
melakukan integrasi kebijakan dan penanganan temuan di lapangan; (3)
mengawasi respon pelaku usaha terhadap dampak yang dihasilkan; dan (4)
mengkomunikasikan penanggulangan dampak.?! Uji tuntas hak asasi
manusia harus menjadi perhatian serius dan diterapkan secepat mungkin
dalam pengembangan kegiatan atau hubungan baru, mengingat bahwa
aktivitas bisnis di sektor ekstraktif sendiri memiliki risiko terhadap hak asasi
manusia, sehingga upaya untuk mengurangi dampak tersebut dapat dimulai
sejak tahap membentuk kontrak atau perjanjian investasi dilakukan, dan

dapat diwariskan melalui merger atau akuisisi.

3. Teori HAM dalam Islam

Dalam lintasan sejarah Islam modern, terdapat sebuah dokumen
penting yang merepresentasikan komitmen Islam terhadap perlindungan

Hak Asasi Manusia, yakni Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia

20 BUKU SAKU Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka
Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemuihan” (Jakarta: Konsil
LSM Indonesia atas Dukungan ICCO, 2018).

21 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, STANDAR NORMA DAN PENGATURAN
NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAM, 2024.
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dalam Islam, yang secara resmi disahkan pada 5 Agustus 1990. Deklarasi
ini merupakan hasil pertemuan 54 negara Muslim yang berkumpul di Kairo
untuk merumuskan pendekatan Islam terhadap isu-isu HAM. Dokumen ini
berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara anggota dalam merespons
persoalan HAM dari perspektif syariat Islam. Selain itu, para menteri luar
negeri dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam juga
menyatakan dukungan dan menyetujui isi dari Deklarasi tersebut..??
Deklarasi Kairo, sebagai sebuah dokumen penting dalam sejarah umat
Islam, mencakup nilai dan prinsip universal Hak Asasi Manusia mencakup
seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas persamaan di depan
hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan yang relevan dengan hak asasi
manusia universal.

Deklarasi Kairo tidak dimaksudkan untuk menyaingi dokumen
HAM PBB, melainkan sebagai upaya memberi pemahaman kepada umat
Islam tentang hak-hak mereka dan prinsip hidup yang mencegah
pelanggaran HAM. Bahkan sebelum PBB merumuskan Deklarasi HAM
1948, ajaran HAM dalam Islam telah hadir sejak 14 abad lalu melalui wahyu

Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam al-Qur’an dan

22 Khamami Zada, “Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina
Charter And The Cairo Declaration,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10, No. 2 (2023),
him.445-56.



22

Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era Islam, hak asasi
manusia telah dilinndungi dalam Islam.?

Islam memiliki prinsip HAM yang sedikit berbeda dengan kalangan
dunia Barat, jika dunia Barat memiliki prinsip Antroposentris yang
menitikberatkan manusia menjadi landasan atau tolak ukur HAM, maka
Islam memiliki prinsip Teosentris yang artinya bahwa segala sesuatu itu
terikat dengan kehendak Tuhan. Dalam kacamata Islam sendiri, HAM
dengan jelas dan lugas telah dijelaskan pada Piagam Madinah, yaitu dalam
perjanjian yang dilaksanakan dengan sebagian kelompok pada kala itu.
Naskah tentang HAM yang dideklarasikan di Kairo menghabiskan waktu
13 tahun dalam penyusunannya yang dihadiri oleh negara-negara yang juga
mengikuti Konferensi Islam Sedunia. Secara general HAM yang
dideklarasikan di Kairo pada saat itu mencakup dalam bidang ekonomi,
gender, equal, hak Pendidikan, dan hak medis.?*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field
research), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati

secara langsung berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di

23 Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan
Deklarasi Kairo,” Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 5, No. 1 (2020),
him. 1-13.

24 Elisa; Elshadra Righayatsyah; Asep Abdul Muhyi, “Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam
Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik,” Bulletin of Islamic Research Vol. 2 No. (2024).
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lingkungan masyarakat, lembaga, atau negara, tanpa bergantung pada

sumber-sumber kepustakaan.?
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta saran dalam rangka
menyelesaikan masalah tertentu.?® Sifat deskriptif dari studi ini terletak pada
upaya yang dilakukan untuk menggambarkan permasalahan terkait
penegakan Hak Asasi Manusia bagi pekerja di PT IWIP. Dalam proses
analisis, studi ini akan menggunakan teori Perlindungan HAM, Prinsip-
Prinsip Human Rights Due Diligence (HRDD), dan Teori Hak Asasi

Manusia dalam Islam sebagai kerangka teoritis utama..
3. Pendekatan Penelitian

Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto, penelitian  sosiologis
merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menggali dan merumuskan
teori-teori mengenai proses terbentuknya hukum serta cara kerjanya di
dalam masyarakat.?’ Fokus utama dalam penelitian empiris adalah fakta-
fakta sosial. Penelitian ini dipandang sebagai suatu pendekatan untuk

menganalisis hukum sebagai pola perilaku yang muncul dalam kehidupan

1998).

25 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008)
% Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),hlm. 7

27 Bambang Sunggono, Metdode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
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masyarakat yang dinamis, dimana individu-individu saling berinteraksi dan

membentuk hubungan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Yyaitu
pendekatan yang menitikberatkan pada kajian hukum dalam praktiknya,
dengan menelusuri bagaimana aturan hukum diberlakukan dan dijalankan
dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat,
peneliti mengkaji tentang Penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan

prinsip HRDD (Human Rights Due Diligence) terhadap pekerja di PT IWIP.
4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer
yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk pada informasi yang

diperoleh secara langsung dari hasil penelitian empiris, yakni sebuah
penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan.® Data primer
diperoleh melalui wawancara langsung dengan buruh PT IWIP serta
instansi terkait di Maluku Utara, seperti Disnakertrans, Bappeda,
DPMPTSP, dan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Wawancara
dilakukan sebagai upaya untuk menggali informasi tentang situasi

penegakan HAM di PT IWIP, dan juga mengidentifikasi sejaunh mana

28 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
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komitmen dari PT IWIP terhadap perlindungan HAM di dalam aktivitas
bisnisnya, serta apakah kebijakan penegakan HAM yang diterapkan oleh
PT IWIP telah berdasarkan pada prinsip Human Rights Due Diligence
(HRDD).

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum
sebagai landasan yuridis dalam praktik kenegaraan. Bahan hukum
tersebut mencakup Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan
HAM, Deklarasi Universal HAM (UDHR 1948), Deklarasi Kairo
(CDHRI 1990), Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM,
Permenkumham No. 13 Tahun 2024, UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta literatur
relevan lainnya.

. Bahan hukum sekunder

Dalam studi ini, selain menggunakan data sekunder sesuai dengan
penjelasan Soerjono Soekanto, juga digunakan sumber hukum seperti
Buku-buku llmiah dan hukum yang relevan, Jurnal ilmiah yang relevan
tentang Bisnis dan HAM, Hukum, Ketenagakerjaan, Industri Ekstraktif,
Hasil penelitian yang relevan, dan juga karya tulis lainnya yang relevan
dalam studi ini.

. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan

penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
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Sumbernya meliputi kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, serta berita
terpercaya.
5. Teknik Pengumpulan Data
1. Data primer atau data yang berasal langsung dari sumber data di area
studi atau lapangan (field research), dikumpulkan melalui kegiatan
wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian merupakan
metode komunikasi lisan antara dua pihak atau lebih, dimana peneliti
mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh informasi
atau klarifikasi yang dibutuhkan.?®
Wawancara dilakukan secara terbuka dengan panduan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara
adalah agar informan dapat dengan bebas mengungkapkan pernyataan
yang sesuai dengan kepentingan dirinya atau kelompoknya.
2. Studi Dokumentasi
Data sekunder diperolen melalui studi kepustakaan (literature
research) dengan menelaah berbagai bahan hukum, termasuk sumber

primer, sekunder, dan tersier..

6. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah sebuah usaha yang mencoba
mengolah data, mengaturnya, membaginya secara terpilah yang

kemudian dapat dikelola, Melakukan pencarian serta pengenalan pola,

29 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
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menyaring informasi penting, menarik kesimpulan dari temuan yang
diperoleh, dan menentukan hal-hal yang layak untuk disampaikan kepada
publik.* Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi
lapangan, serta dokumen terkait menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti
menggunakan  teknik  untuk  mendeskripsikan,  menarasikan,
menggambarkan dan menjelaskan data kualitatif yang diperoleh melalui
metode pengumpulan data.®

1. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan

pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan
untuk menyoroti informasi penting, menghilangkan data yang tidak
relevan, dan menyusun data secara sistematis agar memudahkan
dalam analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data, pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata
atau kalimat yang relevan dengan fokus penelitian, disusun secara
sistematis agar dapat membentuk suatu informasi yang utuh dan dapat
dianalisis lebih lanjut dan ditarik kesimpulan sebagai temuan
penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan ditarik dari proses analisis data yang
berkelanjutan, baik yang dilakukan selama penelitian lapangan maupun

setelahnya.

30 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offest, 2006).

31 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006).
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G. Sistematika Pembahasan

Bab | adalah pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il adalah penjabaran landasan teori yang merupakan uraian
lebih lanjut dari kerangka teori. Landasan teori yang akan digunakan
dalam penelitian tentang penegakan Hak Asasi Manusia di PT IWIP
adalah , teori tentang Perlindungan HAM, teori tentang Human Rights Due
Diligence dan teori HAM dalam Islam.

Bab 111, berisi tentang implementasi konsep Human Rights Due
Diligence pada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Bab ini
dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang
penegakan HAM di PT Indonesia Weda Bay industrial Park (IWIP). Sub
bab kedua membahas tentang penerapan human rights due diligence
(HRDD) pada sektor pertambangan.

Bab IV, akan menjelaskan tentang hasil dan analisis yang akan
dibagi menjadi tiga bagian : Pertama, faktor penyebab PT Indonesia Weda
Bay Industrial Park (IWIP) tidak mengadopsi HRDD. Kedua, akibat
ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap
HRDD, ketiga polemic ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial

Park (IWIP) terhadap HRDD dalam tinjauan HAM Islam.
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Bab V, merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang perlu
diperhatikan bagi peneliti lain yang berminat terhadap kajian penegakan
HAM berdasarkan prinsip human rights due diligence pada sektor

pertambangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di
sektor pertambangan, terutama terhadap pekerja, masih menghadapi banyak
masalah. PT IWIP sendiri sampai saat ini belum menerapkan prinsip Uji Tuntas
Hak Asasi Manusia dalam kebijakan penegakan HAM di dalam lingkungan
perusahaan. Sebagai sebuah kerangka yang diakui secara global, PT IWIP
seharusnya mengintegrasikan uji tuntas hak asasi manusia ke dalam kebijakan
internal perusahaan.

Berikut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa
kesimpulan penting yang menjadi sorotan penulis terkait dengan tidak
diadospinya prinsip human rights due diligence ke dalam kebijakan internal
perusahaan oleh PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara :

1. Kegagalan PT IWIP dalam mengadopsi human rights due diligince
dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab utama. Pertama, kesadaran dan
komitmen yang kurang dari pihak manajemen terhadap prinsip HAM dalam
operasional bisnis, terutama di aktivitas produktif pengolahan nikel oleh
para pekerja. Kedua, tidak adanya ketentuan hukum nasional yang
mewajibkan penerapan HRDD (human rights due diligence) secara tegas
membuat pihak manajemen perusahaan lebih mengutamakan pemenuhan
standar teknis dibandingkan menjadikan HAM sebagai standar dan prioritas

utam dalam rumusan kebjakan internal perusahaan. Ketiga, situasi pasar

129



global yang lebih menargetkan capaian produksi dan profit menempatkan
aspek HAM bukan sebagai prioritas utama di lingkunga PT IWIP. Selain
itu, faktor budaya kerja yang menekankan efisiensi operasional turut
memperkecil ~ peluang  munculnya  langkah  internal  untuk
mengimplementasikan HRDD (human rights due diligence).

. Pengabaian terahdap integrasi prinsip HRDD (human rights due diligence)
memunculkan berbagai konsekuensi terahdap sistem kerja di PT IWIP.
Pertama, risiko pelanggaran HAM meningkat, misalnya jam kerja yang
melebihi batas wajar, kondisi kerja yang tidak aman, dan minimnya jaminan
kesehatan serta keselamatan kerja terhadap pekerja. Kedua, lingkungan
kerja menjadi lebih rentan terhadap praktik diskriminasi, eksploitasi buruh,
dan ketidaktersediaan mekanisme pengaduan yang memadai. Ketiga,
pengabaian ini juga menyebabkan terjadinya hubungan industrial yang
kondusif serta dapat memicu potensi perselisihan tenaga kerja dengan pihak
manajemen PT IWIP.

Dalam perspektif HAM Islam memandang bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam HRDD (human rights due diligence) sejalan dengan
ajaran syariat dalam Islam yang mengedepankan prinsip keadilan,
penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak pekerja.
Nilai-nilia yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits juga menegaskan
kewajiban yang sama untuk menjaga kemaslahatan, menghindari
kemudaratan, dan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja.

Ketidakpatuhan PT IWIP terhadap HRDD (human rights due diligence)
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menunjukkan pengabaian terhadap prinsip tersebut, sehingga berlawanan
dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Permasalahan
utamanya terletak pada belum diinternalisasikannya nilai-nilai HAM Islam
dalam kebijakan perusahaan, serta lemahnya pengawasan dari otoritas yang
berwenang. Dengan demikian, penerapan HRDD (human rights due
diligence) tidak hanya menjadi kewajiban hukum internasional, tetapi juga
sebagai nilai moral dan religius yang harus diwujudkan demi keadilan

sosial, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pekerja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT Indonesia Weda
Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah diatas, dapat

diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan hukum dalam bentuk
Undang-Undang yang menjadikan pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia
(HRDD) sebagai sebuah kewajiban hukum mengikat bagi setiap
perusahaan. Tidak adanya dasar hukum yang tegas dan sifatnya mengikat
telah membuat kekosongan tangungg jawab bagi setiap perusahaan
termasuk PT IWIP untuk menetapkan kebijakan yang berbasis pada prinsip-
prinsip HAM dalam Bisnis.

2. Pemerintah pusat dan daerah, baik melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans), maupun instansi pemerintah lain dan juga

Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM vyang diberikan otoritas dan
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kewenangan oleh regulasi harus memperkuat peran dalam melakukan
pengawasan, investigasi serta penindakan tehadap setiap perusahaan yang
akibat kebijakannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Di
samping itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya transparansi dan
keterbukaan informasi mengenai kondisi kerja, penerapan standar K3, dan
hasil audit HAM di setiap perusahaan.

. PT IWIP sebagai sebuah entitas bisnis yang bergerak di sektor bisnis dengan
fokus pada pengolahan nikel seharusnya menyadari bahwa penghormatan
serta perlindungan terhadap HAM menjadi bagian penting dalam aktivitas
bisnis. PT IWIP juga seharusnya mengintegrasikan prinsip Human Rights
Due Diligence (HRDD) ke dalam kebijakan internal perusahaan serta
prosedur operasional, hal tersebut sebagai wujud dari komitmen terhadap
HAM dan upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan
masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun
mekanisme pengaduan yang efektif, mudah dijangkau, dan aman bagi
pekerja yang mengalami atau mejadi korban pelanggaran HAM.
Selanjutnya pihak manajemen juga perlu meningkatkan standar
keselamatan dan kesehatan kerja, penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap pekerja, serta memberikan pemahamn HAM terhadap setiap unsur
dan jajajaran yang ada dalam perusahaan termasuk pekerja melalui

penyelenggaraan pelatihan HAM.
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